
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA 

SALINAN 
 

 

 

 

WALIKOTA SAMARINDA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 42 TAHUN 2014  
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH DAERAH 

KOTA SAMARINDA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan di 

Kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda setelah dilakukan 
pemekaran melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 
Tahun 2010 dan sesuai persetujuan Walikota Samarinda 

melalui Telaahan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kota Samarinda Nomor: 061/476/Org.1/XII/2014 tanggal 9 

Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 
6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan 
Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 

2008 Nomor 14 Seri E Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda 
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2013 Nomor 14); 
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11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan 
Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang Dan Kecamatan Loa 

Janan Ilir Dalam Wilayah Kota Samarinda (Lembaran Daerah 
Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 2); 

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 

Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2009 Nomor 6) sebagaimana telah lima kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 

20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan 
Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2014 Nomor 20);  
 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2009 
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DINAS DAN BADAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 
SAMARINDA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Samarinda 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota 

Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 6) 
yang telah 5 (lima) kali diubah dengan Peraturan Walikota 
Samarinda: 

a. Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 
2012 Nomor 4); 

b. Nomor 14 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 
2012 Nomor 14); 

c. Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 
2012 Nomor 31); 

d. Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 

2013 Nomor 18);  
e. Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 

2014 Nomor 20); 
diubah sebagai berikut: 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Kepala Daerah ini dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Daerah Kota 

Samarinda. 

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Samarinda. 

 

 
Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 10 Desember 2014 

WALIKOTA SAMARINDA, 

                  ttd 

   H. SYAHARIE  JA’ANG 

 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 10 Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
 

                               ttd 
 

H. ZULFAKAR NOOR 

 
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 42. 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum 
 
 

 
AKHMAD FYDAYEEN, SH. 

         Nip. 197002021996031002 

 


